
GUBERNUR PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 30TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING PEI\IYUSUNAN PETA POTENSI PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang:

SALINAN

bahwa untuk mensinergikan/mengoperasionalisasikan
seluruh kepentingan sektor terkait, serta mempromosikan
Data Peta Potensi di masing-masing Kabupaten Se-Provinsi
Papua Tengah, perlu membentuk Tim Pendamping
Penyusunan Peta Potensi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Pembentukan Tim Pendamping Penyusunan Peta
Potensi Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023;

a.

b.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun L969 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah
diubah beberapa kdi terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2O2I tentang Perubahal Kedua Atas Undang
Nomor 21 Tahun 2OO1 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi
Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 20O8 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang....... I 2
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2O2l tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol2 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang
Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus
Papua (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 202 I
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6730);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk
Percepatal Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O21 Nomor 239, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

16. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol4 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 221);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negera Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1956);

19. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
r78l);

20. Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 18
Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua;

Surat Kepala Dinas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Nomor :

503/009.8/DPMPTSP Tanggal 24 Februari 2O23 Perihal
Permohonan Penerbitan SK Gubernur Provinsi Papua
Tengah;

Memperhatikan:

MEMUTUSKAN:......./4
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20O9 tentang pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O9
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5O38);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2}ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (lrembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OLl Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lrmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 ter,tang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubuagan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67571;

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan l,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5357);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2O19 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Pemerintah....... / 3
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MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Pendamping Penlrrsunan Peta Potensi Pada
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 dengan
Susunan Keanggotan sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.

Tim sebagpim6la dimaksud dalam Diktum KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan data dan informasi dalam p€nyusunan Peta

Potensi;
b. melaksanalan peadampingan terhadap konsultan dalam

penyusunan Peta Potensi;
c. memberikan masukan dan saran terhadap hasil

pennrsunan Peta Potensi.

Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan
honorarium setiap bulan selama 1O (sepuluir trulan) yang
dibebankan pada DPA Dinas Penanaman Modai dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran
2023.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan
mempunyai dayalaku surut terhitung bulan Januari 2O23.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 27 Februari 2023

R. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

engan asiinya
RO UKUM,

TENI, SH, M.Si

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
+. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Na-bire;

S. Xepata DPMPTSP Provinsi Papua Tengah di Nabte;
6. Masing-masing yang bcrsangkutan '

NrP. 19650902 19961O 1001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :



LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUATENGAH
NOMOR : 30 TAHUN 2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

SUSUNAN TIM PENDAMPING PET.IYUSUNAN P TA POTENSI

PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PIT.{TU

PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2023

I. Pengarah

II. Penanggungiawab

lll. Ketua

IV. Wakil Ketua

V. Sekretaris

VI. Anggota

S. Gubemur

Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah

Kepala Dinas DPMPTSP Provinsi Papua

Tengah

Dessi Florensi Tebay,S.T

Bowo Siswandoyo,S.Sos.,M.Si

1. Ikbag Bantuan Hukum Setda

2. Yustan Hok,S,Hut

3. Robert Asmuruf, S.H,M.H

4. Emmy Patari,S.T

5. Ulfawati P.Pongtuluran,S.E

6. Ikrikarti,S.E
7. Peri Patiung,S.E

8. Ida Fariya, S.Sos

q. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

zuBK{ HAIUK
AH n r'.

denga.n aslinya
IR UKUM,

OTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 l00l


